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Abstract

In this article want to describe and analyzing about Suramadu
bridge development and Bassra religious leader part. In this
Suramadu bridge development, economic aspect is very
dominant factor and be a principal aim. Everyone knows that
poverty is really being multidimensional problem; it is not just
economy side, but social, culture and political dimension.
By theory of conflict analysis revealed that conflict happen on
land private problem caused by various importances. Conflict
of land matter on development system. It is too capitalist minded;
that is always depress to economy aspect only. It just how to
reaches profit as much as possible. Another aspect like political
aspect and culture aspect are ignored. Finally, very complex
problem turn up. It is need a resolution to muffle and minimize
that conflict. Because that conflict can not settle, but it needs
conflict management as a perspective. The success of Suramadu
Bridge development can not be released from of Madura society
culture background and Bassra religious leader.

I. Pendahuluan
Madura, adalah nama sebuah pulau yang terletak di sebelah timur

Jawa Timur dan terdiri dari empat kabupaten, yaitu Bangkalan, Sampang,
Pamekasan dan Sumenep. Keempat kabupaten ini merupakan satu kesatuan
wilayah pemerintahan pembantu Gubernur Madura yang beribukota di
Pamekasan. Pulau Madura terdiri dari Madura daratan dan kepulauan
yaitu terdiri dari 63 pulau dan didiami oleh suku bangsa Madura. Batas
wilayah pulau Madura adalah bagian barat berbatasan dengan Selat Kamal,
bagian Utara berbatasan dengan Selat Flores dan bagian Selatan dengan
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Selat Madura. l Secara administratif, pulau ini terrnasuk bagian dari Jawa
Timur. Kedekatan tempat dengan pulau Jawa inilah yang barangkali
menjadikan sebagian orang menyamakan budaya Madura dengan budaya
Jawa atau seringkali menganggap budaya Madura sebagai kelanjutan dari
budaya Jawa. Anggapan ini tentu tidak dapat dibenarkan mengingat
Madura dan Jawa memiliki budaya yang berbeda.

Masyarakat Madura merupakan masyarakat agraris. Hampir 80%
penduduknya terpencar-pencar di pedalaman, di desa-desa dan kelompok-
kelompok perumahan petard. Sebagian kecil, sekitar 20% dari penduduknya
hidup di kota. Seperti kota Sumenep, Pamekasan, Sampang dan Bangkalan.
Oleh karena itu, pulau Madura merupakan wilayah yang strategis dan
berbatasan dengan Indonesia bagian Timur yang juga potensial untuk
dikembangkan secara optimal. Bangkalan yang masuk wilayah Madura
bagian Barat merupakan pintu gerbang daerah perdagangan dan keluar
masuk orang-orang Madura maupun yang lain, dan juga sebagai kawasan
"GERBANGKERTOSUSILA" (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Sidoarjo, dan
Lamongan). Kegiatan pembangunan di daerah propinsi Jawa Timur telah
menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan, tetapi masih ada masalah
yang segera ditangani, khususnya masalah kemiskinan dan kesenjangan
antara desa dengan kota, terutama kesenjangan antara Madura dan
Surabaya. Kesenjangan yang terjadi antar lapisan masyarakat, pada
hakekatnya, bersumber dari masalah kemiskinan yang dialami oleh masya-
rakat yang bersangkutan. Upaya mengurangi tingkat kesenjangan tidak
dapat dilepaskan dari upaya menanggulangi atau memerangi masalah
kemiskinan itu sendiri.2

Akibat pertumbuhan sektor industri yang pesat dan hanya terpusat di
beberapa sentra pertumbuhan ekonomi, seperti di wilayah-wilayah seputar
"Gerbangkertosusila" dan daerah Pantura serta kota-kota lainnya, telah
menyebabkan timbulnya ketimpangan pembangunan dan pertumbuhan
ekonomi di antara kota dan desa. Banyak penduduk atau petani desa yang
miskin akibat merebaknya fenomena land hunger dan panetrasi modernisasi
pertanian menjadikan mereka semakin terdesak, bahkan terpaksa harus

1 Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Sistem Kesatuan Setetnpat
Daerah Jawa Timur, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1982, 22., dan lihat
Muthmainnah. Jembatan Suramadu: Respon Ulama terhadap Industrialisasi, (Yogyakarta: LKPSM,
1998), p. 1.

2 Awan Setia Dewanta, dkk (ed), Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia, ( Yogyakarta :
Aditya Media, 1995). P. 25.
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keluar dari sektor pertanian untuk mencari pekerjaan di luar itu. Di sisi
lain, sarana seperti pembangunan jalan yang menghubungkan desa satu
dengan yang lain, dalam banyak hal, memang dapat meningkatkan pen-
dapatan masyarakat khususnya dibidang ekonomi. Dengan adanya sarana
prasarana yang demikian itu akan mendorong dan memperluas komersiali-
sasi pertanian serta mampu meningkatkan hasil produksi pertanian itu
sendiri maupun yang lainnya. Dengan demikian, orang-orang desa akan
semakin sering melakukan perjalanan ke kota menjadi semakin meningkat
karena integrasi desa-kota semakin kuat.

Selain itu, pembangunan ekonomi selama itu terwujud dalam bentuk
yang kurang menentramkan seperti munculnya konglomerasi dan mono-
poli. Hasil-hasil pembangunan dinikmati sebagian kecil masyarakat yang
menyebabkan ketimpangan sosial-ekonomi semakin tajam. Bahkan sejak
bulan Juli 1997 berbagai kisah sukses pembangunan ekonomi ternyata di-
akhiri dengan tragedi krisis moneter dan krisis ekonomi yang tidak saja
menggoyahkan sendi-sendi perekonomian nasional, tetapi mencakup
hampir seluruh sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Laju pertumbuhan ekonomi untuk sementara diperkirakan telah minus
(-4%), laju inflasi diperkirakan lebih dari 40%, cadangan devisa semakin
menyusut, dan investasi terhenti. Meskipun dengan format yang berbeda,
keadaan ini terasa serupa benar dengan keadaan tiga puluh dua tahun
yang lalu.3

Upaya untuk mengentaskan masyarakat pedesaan, khususnya di pulau
Madura ibarat "menambal ban tua yang bocor". Di satu sisi berhasil di-
selesaikan, tetapi di sisi lain muncul kebocoran yang bahkan lebih parah.
Oleh karena itu pembangunan di desa harus dilakukan secara komprehensif
dengan melibatkan semua potensi yang ada. Berbagai permasalahan penting
di atas telah menjadi salah satu faktor pendorong pemerintah untuk melaku-
kan industrialisasi Madura dan Pembangunan Jembatan Suramadu yang
menghubungkan Surabaya dan Madura.4

Pembangunan merupakan suatu upaya perubahan sosial dan per-
tumbuhan ekonomi yang dilaksanakan pada suatu pilihan pandangan ter-
tentu untuk mencapai kemajuan. Ada dua titik pandang pembangunan;

5 Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, (Yogyakarta : Fakultas Hukum. Universitas
Islam Indonesia Press, 2003). p. 131.

4 Bagong Suyanto, Perangkap Kemiskinan Problem dan Strategi Pengentasannya dalam
Pembangunan Desa. (Yogyakarta : Aditya Media, 19%), p. 51
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yaitu dari titik pandang pembangunan sebagai perangkat tujuan yang
mengacu pada keyakinan dan motivasi para pelaku politik untuk me-
laksanakan berbagai perubahan di dalam sistem yang ada dengan ber-
patokan pada identitas dan prinsip-prinsip legitimasi. Sedangkan pem-
bangunan sebagai suatu proses, yaitu pembangunan terfokus pada ke-
giatan-kegiatan pemecahan masalah-masalah baru yang pernah menjadi
tuntutan masyarakat.

Pandangan yang dijadikan landasan pembangunan itu tidak bebas
dari pengalaman, realitas keadaan yang sedang dihadapi, dan kepentingan
pihak-pihak yang membuat keputusan pembangunan. Konsep pembangun-
an bisa saja tidak seluruhnya dapat diwujudkan sesuai dengan harapan
yang diinginkan. Bahkan bisa terjadi, implementasi pembangunan muncul
sebagai akibat-akibat yang terjadi di luar konsep pembangunan itu. Pe-
nanganan masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial sebagaimana di-
sebutkan di atas, pemerintah menganggap perlunya industrialisasi dan
pembangunan jembatan yang menghubungkan Surabaya Madura
(Suramadu) dalam kerangka pembangunan Nasional, khususnya pem-
bangunan di Jawa Timur.

II. Pembangunan Jembatan Suramadu dan Kebijakan Pemerintah
Di Indonesia kata pembangunan sudah menjadi kata kunci bagi segala

hal. Secara umum, kata ini diartikan sebagai usaha untuk memajukan
kehidupan masyarakat dan warganya. Seringkali kemajuan yang dimaksud
terutama adalah kemajuan material. Dalam pengertian ini, pembangunan
seringkali diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh sebuah masyarakat.
Pembangunan selama pemerintahan Orde Baru, masih bertumpu kepada
pengembangan daerah perkotaan, seperti di daerah Surabaya. Sebagai
contoh, terjadinya kesenjangan antara Madura sebagai desa tradisional dan
Surabaya sebagai kota modern. Untuk mengentaskan kesenjangan dan ke-
miskinan antara pola hidup tradisional desa-kehidupan modern kota, yaitu
antara Madura dan Surabaya, khususnya dan Jawa pada umumnya. Di-
kukuhkan rencana pembangunan jembatan Suramadu menjadi satu paket
dengan industrialisasi Madura. Untuk itulah perlu adanya suatu kebijakan
tentang pembangunan jembatan Suramadu dan Industrialisasi Madura.

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 55 tahun 1990 tertanggal 14
Desember 1990, lahirlah babak baru tentang pengukuhan rencana pem-
bangunan jembatan Suramadu dan menjadi satu paket dengan industriali-
sasi Madura, termasuk dalam upaya pengembangan daerah metropolitan
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Surabaya, yang kemudian dikenal dengan sebutan "Gerbangkertosusilo"
(Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Sidoarjo dan Lamongan).5 Keputusan
Presiden No. 55 tahun 1990 ini, merupakan kebijakan pemerintah Indonesia
sebagai Public Policy tentang pembangunan Indonesia yang berlokasi di
Madura, sehingga tujuan pembangunan ini bukan untuk pembangunan
Madura tapi pembangunan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Menurut
Kepres tersebut supaya diperoleh nilai ekonomis, maka pembangunan
jembatan itu sekaligus dimaksudkan juga sebagai sasaran untuk memacu
perluasan kawasan industri, perumahan di Surabaya dan Madura. Pem-
bangunan ketiga proyek itu diharapkan dapat mendorong kegiatan sosial
ekonomi di kawasan Madura secara keseluruhan yang sampai sekarang
ini kurang tersentuh oleh dinamika pembangunan.

Dijadikannya lokasi Madura, khususnya kabupaten Bangkalan sebagai
daerah pembangunan karena daerah tersebut mempunyai banyak potensi
yang perlu dikembangkan terutama sumberdaya alamnya dan sekaligus
karena dekat dengan kota Surabaya. Dengan adanya pembangunan itu,
maka kebijakan pemerintah ini mendapat tanggapan dari Ulama non Bassra
maupun dari Ulama Bassra sebagai mediator dan mewakili masyarakat
Madura, sehingga terjadi tarik menarik antara Pemerintah sebagai ratoh
dengan Ulama Bassra, sebagai guruh. Tarik menarik antara Ulama Bassra
dengan pemerintah, dan kondisi politik Indonesia yang semakin memanas,
kemudian masalah pembangunan jembatan Suramadu terabaikan oleh
pemerintah. Setelah bangsa Indonesia memasuki masa reformasi, muncul
kembali kebijakan baru pemerintah Indonesia untuk menindaklanjuti
tentang pembangunan jembatan Suramadu. Kurang lebih 13 tahun, untuk
mewujudkan kebijakan baru yang dapat diterima oleh masyarakat Madura
umumnya dan khususnya masyarakat Bangkalan, dan pada tanggal 20
Agustus 2003, Presiden Megawati meresmikan tiang pancang pembangun-
an jembatan Suramadu.

Pada era pemerintah Orde Baru dengan kekuatan otoritas yang dimiliki,
status dan peran Ulama pun muncul ke permukaan untuk membela masya-
rakat. Dengan strategi Orde Baru muncul istilah Ulama Tapal Kuda. Peran
Ulama Madura semakin intensif setelah kejadian kasus waduk Nipah di
kabupaten Sampang. Oleh karena itu wajarlah kalau proses Industrialisasi
Madura sengaja melibatkan B.J. Habibie sebagai Menristek ketika itu,

5 Bagir Manan, Teori dan ...., p. 131. dan lihat Arief Budiman, Teori Pembangunan Dunia
Ketiga, (Jakarta: Gramedia, 1996), p. 1.
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membawa Ulama Bassra untuk mengadakan studi banding ke pulau Batam.
Kemudian Ulama Bassra berkesimpulan bahwa kebijakan publik tentang
pembangunan industrialisasi Madura dan pembangunan jembatan
Suramadu harus dirubah sesuai dengan kepentingan dan budaya masya-
rakat Madura, yang terkenal dengan budaya "santri"-nya. Peran Ulama
Bassra yang berfungsi sebagai mediator dapat dimaknai sebagai usaha
merubah kebijakan publik yang pada dasarnya merupakan dari aktualisasi
suatu konflik kepentingan.

Setelah B.J. Habibie mengadakan kunjungan keberbagai Pondok
Pesantren di Madura, kemudian para kiai tersebut diajak bersama-sama
untuk meninjau dan melakukan studi banding ke pulau Batam sebagaimana
disebutkan di atas, maka tujuan tersebut agar para kiai itu dapat melihat
dan mengamati langsung keadaan daerah yang menjadi daerah
industrialisasi. Para kiai setelah melihat langsung, kemudian mereka yang
tergabung dalam Ulama Bassra rnengusulkan beberapa rambu-rambu yang
berkenaan dengan rencana industrialisasi di Madura yang diharapkan
dapat dipatuhi oleh pemerintah. Dari rambu-rambu tersebut antara lain;
dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemakaian jembatan Suramadu serta
menyangkut industrialisasi itu sendiri pemerintah diharapkan tidak hanya
memikirkan aspek perrumbuhan ekonomi saja, tetapi juga dari aspek sosial
dan budaya. Selain itu, pembangunan harus merata di seluruh kabupaten
yang ada di Madura. Sedangkan tanah masyarakat yang kebetulan
dijadikan area industri diganti dalam bentuk saham, dan para kiai pun
tidak menyetujui adanya pembangunan hotel-hotel berbintang dan tempat-
tempat hiburan (semacam diskotik dan Iain-lain). Untuk lebih jelasnya dapat
dilihat dalam skema di bawah ini:

Masyarakat
Madura

Mempertahankan
Stabilitas Sosial
dan Keagamaan
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Dalam skema di atas tampak dua pihak yakni adanya Negara sebagai
pihak pertama yang mengeluarkan kebijakan dan Pemerintah (sebagai agen
negara) memiliki otoritas untuk menjalankan suatu kebijakan (sebagai pihak
yang mempertahankan stabilitas) dan masyarakat Madura (publik) sebagai
pihak kedua atau para pihak yang akan terkena kebijakan dan menjadi
korban (sebagai pihak yang sama-sama mempertahankan stabilitas) Dalam
skema itu dijelaskan bahwa sebagai contoh adalah persoalan tanah pada
umumnya, khususnya di kabupaten Bangkalan begitu terpisah dengan
kebijakan pembangunan jembatan Suramadu. Akan tetapi dalam realitas
di lapangan pembangunan dan tanah tidak dapat dipisahkan. Karena setiap
pembangunan pasti membutuhkan tanah (lahan) akibatnya tanah semakin
berkurang, sedangkan penduduk Madura semakin meningkat. Hal inilah
yang menyebabkan pemerintah sebagai pihak penguasa melakukan
intervensi langsung dan mempunyai kepentingan dengan masyarakat
Madura. Benturan dari relasi kepentingan ini terjadi tarik menarik yang
kemudian muncul konflik vertikal, antara pemerintah dengan masyarakat
yang pada akhirnya muncul pula peran Ulama Bassra sebagai mediator.
Dengan demikian, apa yang mereka sebut sebagai realitas sosial tersebut
tidak serta merta kemudian berlaku umum (bisa disebut generalisasi) atau
bisa membuat batas komunitas yang menjadi afiliasinya.

Sirkulasi politik Indonesia berubah. Muncul era Reformasi, berubah
pula kebijakan pemerintah tentang pembangunan jembatan Suramadu.
Kebijakan pemerintah yang secara operasional disebut "public policy" inilah
yang menjadi wilayah konflik pertanahan pembangunan jembatan
Suramadu. Muncullah relasi-relasi kepentingan semakin menambah
intensifnya konflik pertanahan tersebut. Lawson mengatakan bahwa,
negara adalah sebuah konsep inklusif yang meliputi semua aspek pem-
buatan kebijakan dan pelaksanaan sanksi hukumnya. Sedangkan peme-
rintah adalah cuma sekedar agen yang melaksanakan kebijakan negara
dalam sebuah masyarakat politik. Sementara Calvert menyatakan bahwa
negara adalah komunitas yang diorganisir untuk suatu tujuan politik;
pemerintah adalah individu atau tim dari individu-individu yang mengambil
keputusan yang memberi dampak bagi warga sebuah masyarakat6. Dengan

6 BagongSuyanto, PerangkapKemiskinan..., p. 51, lihatjuga beberapa tulisanlain, seperti
Muh. Syamsuddin, "Pereepsi Migran Yogyakarta terhadap Rencana Industrialisasi di Madura",
Hasil Pendititm, (Yogyakarta: Pusat Penelitian IAIN Sunan Kalijaga, 1998, p. 40-43., Peter Harris
dan Ben Reilly (ed)., Demokrasi dan Konflik yang Mengakar: Sejumlah Pilihan Untuk Negosiator,
penerjemah: LP4M, 0akarta: Ameepro, 2002), p. 19-20., dan Sunyoto Usman, Sosiologi: Sejarah,
Teori dan Metodologi:,(Yogyakarta: Cired, 2004), p. 95.
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demikian, maka konflik itu sendiri adalah interaksi dari beberapa keinginan
dan tujuan yang berbeda dan berlawanan yang di dalamnya perselisihan
bisa di proses, tetapi tidak secara pasti diselesaikan. Penyelesaian menjadi
pengelolaan konflik. Penyelesaian konflik menunjuk pada penghentian atau
penghilangan sustu konflik. Implikasinya adalah konflik merupakan sesuatu
yang negatif, yang bisa diselesaikan, diakhiri dan dihapuskan. Sedangkan
pengelolahan konflik merupakan penanganan perbedaan dan divergensi
yang positif dan kontruktif. Menurut kesepakatan banyak pihak untuk suatu
keputusan, seorang mediator yang tidak memihak biasanya diperlukan
dalam penyelesaian dan pengelolahan konflik.

Dalam hal ini, Arief Budiman mengungkapkan bahwa, kebijakan
merupakan keputusan-keputusan publik yang diambil oleh negara dan di-
laksanakan oleh aparat birokrasi. Kebijakan ini tentunya merupakan sebuah
proses politik yang kompleks. Prosesnya meliputi tujuan-tujuan negara dan
cara pengambilan keputusannya, orang-orang atau kelompok-kelompok
yang dilibatkan, dan bagaimana kebijakan ini dilaksanakan oleh aparat
birokrasi.7 Menurut Arief Budiman yang diambil dari Perspektif Greenberg,
dengan Max Weber tentang birokrasi. Aparat birokrasi hanya merupakan
agen pelaksana dari negara yang dilaksanakan adalah kebijakan yang
diputuskan oleh negara. Berbeda dengan negara sebagai pengaturan kekaya-
an yang pengertiannya lebih abstrak, aparat birokrasi merupakan sesuatu
yang konkret. Dia adalah lembaga eksekutif beserta orang-orang yang
bekerja di dalamnya, dan dia juga adalah pelaksana kekuasaan negara.
Usaha mengubah sebuah kebijakan tentunya melibatkan semua unsur-
unsur yang terlibat, sehingga kebijakan merupakan sesuatu yang nyata
dan tidak abstrak, karena kebijakan merupakan produk terakhir dari
sebuah proses negara. Dari kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh
negara, kita bisa melihat jenis negara tersebut, bentuk rezimnya dan sifat
dari alat birokrasinya.8

Perubahan kebijakan pembangunan jembatan Suramadu sangat
dipengaruhi oleh kekuatan politik. Menurut Moch. Mahfud MD bahwa
hukum adalah produk politik sehingga hukum merupakan proses interaksi
atau pergulatan dari kehendak politik yang saling bersaing. Sehingga hukum
dan penegaknya akan sangat ditentukan oleh konfigurasi politik yang

7 Arief Budiman, Teori Negara, Negara, Kekuasaan dan Ideologi, (Jakarta: Gramedia, 2002), p.
87-88

8 Ibid,, dan lihat juga Sunyoto Usman, Sosiologi: Sejarah, Teori dan Metodologi, p. 95.
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melatarbelakangi. Hukum terjalin dalam hubungan yang interdependen
dengan adagium kekuasaan tanpa hukum adalah dholim, hukum tanpa
kekuasaan lumpuh.' Pemerintah yang merupakan agen negara, dalam
menjalankan kebijakan pembangunannya sangat dipengaruhi oleh kondisi
rezim yang sedang berkembang ketika itu.

Sebagaimana dijelaskan di atas, Lawson mengungkapkan pandangan-
nya bahwa, rezim seringkali diartikan sebagai orang atau kelompok orang
yang menguasai negara. Rezim lebih dikaitkan dengan prinsip-prinsip,
norma-norma, aturan-aturan dan prosedur pengambilan keputusan yang
dianut oleh penguasa sebuah negara. Dalam pengertian yang kedua, rezim
bisa otoriter, demokratis atau variasi antara keduanya. Perubahan rezim
berarti perubahan prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan ke-
putusan ini. Dengan demikian rezim yang demokratis berarti penguasa
negara tersebut mengikuti prinsip, norma, aturan dan prosedur yang
demokratis dalam pengambilan keputusan.10 Antara pemerintah dan rezim
sebenarnya ada kaitan yang erat. Karena itu, kedua istilah ini seringkali
dipakai secara bergantian. Kita bisa mengatakan rezim otoriter atau peme-
rintah otoriter dengan arti yang sama. Sebenarnya tidaklah demikian. Kita
bisa melakukan pergantian personel tanpa mengganti sistem. Pemerintah
mengeluarkan kebijakan-kebijakan publik. Kebijakan ini tentu saja tidak
ditentukan oleh pemerintah secara mandiri, tetapi juga ditentukan oleh
kondisi struktural di mana pemerintah ini beroperasi. Kebijakan ini juga
ditentukan oleh rezim yang ada. Kebijakan dengan tujuan yang sama, dalam
sebuah rezim yang otoriter, akan mengalami perubahan (meski mungkin
bukan perubahan yang substansial) di bawah sebuah rezim yang demo-
kratis.

Suatu kebijakan yang memberikan kelonggaran yang lebih besar kepada
sebagian kecil masyarakat dapat dibenarkan apabila diimbangi dengan
kebijakan serupa yang ditujukan kepada kelompok Iain yang lebih besar.
Oleh karena itu, selalu ada kebijakan yang berfungsi untuk mengoreksi
atau memulihkan keseimbangan tersebut, sehingga pembuatan kebijakan
sangat tergantung kepada pembuamya. Untuk merancang kebijakan yang
adil diperlukan pembuat kebijakan yang memiliki pemahaman yang benar
terhadap konsep keadilan dan mampu menerjemahkan konsep tersebut

' Moh. Mahfud MD., Hukum dan Pilar-Pilar Demokras.i (Yogyakarla : Gama Media, 1999),
p. 154.

>°ft«,hal.86.
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dalam berbagai ketentuan yang menjadi wadahnya, baik yang bersifat
regulatif ataupun korektif, di samping mempunyai kepekaan yang tinggi
terhadap kebutuhan orang lain. Dengan demikian, maka yang harus
menjadi pusat perhatian dari kebijakan pertanahan adalah kemampuannya
untuk memenuhi keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat yang merupakan
upaya terhadap perolehan dan pemanfaatan tanah sebagai suatu kebutuhan
yang sangat esensial.

III. Ulama Bassra dan Masyarakat Madura

Badan Silaturrahmi Ulama Pesantren Madura atau yang lebih dikenal
dengan sebutan Ulama Bassra. Organisasi ini didirikan tahun 1991 yang
diprakarsai oleh beberapa kiai atau sesepuh ullama Madura. Tujuan dari
berdirinya lembaga ini antara lain adalah mengadakan hubungan yang
intensif antarsesama ulama dan pesantren se Madura. Di samping rasa
persaudaraan yang dipentingkan juga peningkatan kualitas pendidikan,
khususnya yang ada di lingkungan pondok pesantren. Berdirinya Ulama
Bassra itu sendiri sebenarnya tidak ada kaitannya dengan wacana
industrialisasi di Madura, namun kehadirannya merupakan suatu
kebutuhan dan tuntutan zaman yang selalu berubah. Akan tetapi pada
kenyataannya Ulama Bassra sangat berkepentingan untuk mengetahui
seberapajauh mega proyek tersebut, apakah kehadirannya itu akan mem-
bawa manfaat terhadap kemaslahatan umat atau bahkan sebaliknya. Hal
ini dapat dimaklumi mengingat peran ulama di Madura sangat dominan
dalam masyarakat, karena ia dianggap sebagai penjaga moral umat dan
sekaligus sebagai panutan mereka. Pada kiprah selanjutnya, nampak sekali
bahwa Ulama Bassra sangat berhati-hati dalam menyikapi, baik mulai dari
persiapan, pelaksanaan pembangunan jembatan Suramadu atau bahkan
sampai dalam tahap penggunaannya.

Posisi seseorang dalam masyarakat sangat ditentukan oleh nilai-nilai
yang melekat dalam masyarakat. Dalam masyarakat religius seperti di
Madura, nilai ketakwaan seseorang menjadi kriteria utama, sehingga posisi
ulama atau kiai di Madura menempati posisi paring tinggi dalam kehidupan
kemasyarakatan. Karena kiai mempunyai keunggulan dalam bidang ilmu
pengetahuan agama, dan kepribadian luhur sehingga menjadi panutan
masyarakat. Dalam melihat hubungan masyarakat Madura dengan kiai
ini termasuk dalam hubungan kekuasaan ideologis. Oleh karena itu,
Organisasi regional seperti Ulama Bassra sebagaimana disebutkan di atas,
mempunyai keuntungan dalam hal kedekatan dengan sumber konflik dan
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sangat mengenal pelaku utama, nilai budaya dan kondisi lokal. Di lain
pihak, kepentingan aktor lokal dan secara khusus, mereka menguasai
hegemoni lokal. Dengan demikian, Ulama Bassra yang merupakan
organisasi regional di Madura sangat berperan sebagai mediator dalam
mengelola konflik pertanahan pembangunan jembatan Suramadu.

Keberhasilan pembangunan jembatan Suramadu tidak dapat
dilepaskan dari latar belakang budaya masyarakat Madura. Hal ini sering
dikaitkan dengan dampak negatif pembangunan terhadap masyarakat. Kiai
yang merupakan "moral force" bagi masyarakat Madura, ia sangat kuatir
bahwa dengan dibangunnya Jembatan Suramadu akan berdampak negatif
terhadap tatanan kehidupan masyarakat Madura. Sebab semua proses
kehidupan di dunia ini pasti ada dampak negatifnya. Sedangkan tingkat
negatifnya itu tergantung bagaimana kita semua mempersiapkan diri dan
menyikapinya. Mempersiapkan masyarakat Madura menghadapi
industrialisasi lebih penting dari pada mengejar target pembangunan
fisiknya.11 Oleh karena itu, industrialisasi yang menganut acuan nilai legal
formal (tuntutan dunia birokrasi) dan ketepatan perhitungan yang tak
mengenal tawar-menawar (tuntutan mesin-mesin dalam arti sebagai
perangkat besar) mengakibatkan masyarakat Madura tak lagi sempat
menoleh ke tatanan tradisional yang telah mapan berabad-abad sebelum-
nya.

Untuk mengantisipasi hal itu, maka pembangunan Industrialisasi di
daerah Madura harus bersifat tiga "Wi". "Manusiawi, Indonesiawi, dan
Madurawi" (Islami). Indonesiawi maksudnya industrialisasi itu benar-benar
untuk kepentingan bangsa Indonesia. Manusiawi berarti industrialisasi
Madura itu harus benar-benar dapat menjunjung tinggi harkat dan
martabat manusia dan Islami maksudnya bahwa dalam industri itu tidak
boleh ada kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Semboyan
tiga "Wi" ini berkembang sesuai dengan corak kebudayaan Madura sebagai
daerah yang dikenal dengan keislamannya. Belahan barat Jawa Timur
lebih menunjukkan ciri sebagai masyarakat "abangan" atau sebagai
wilayah "Mataraman", pulau Madura dan pesisir Jawa Timur dikenal

11 "Kami ini Bangsa Madura, Pak", dalam Suara Hidayatullah. Edisi 10/Th VI, Pebruari
1994., p. 82 - 83. Lihat juga Hugh Miall, Oliver Rambothom dan Tom Woodhouse, Resolusi
Damai Konflik Kontemporer: Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola dan Mengubah Konflik Bersumber
Politik, Sosiatf Agama dan Ras, penerjemah : Tri Budi Satrio, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2002), p. 21., dan lihat pula Mohamad Sobary, Kebudayan Rakyat: Dimcnsi Politik dan Agama,
(Yogyakarta: Bentang Budaya, 1996), p. 29.
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sebagai wilayah "Tapal Kuda"" yang memiliki budaya santri. Masyarakat
di wilayah ini juga sering dikesankan sebagai masyarakat yang mempunyai
temperamen keras dan sebutan Islam sudah tidak bisa dipisahkan dengan
masyarakat Madura. Di wilayah ini para pemuka agama Islam lebih di-
hormah daripada pejabat publik lokal. Sebaliknya, di wilayah barat sering
dilihat sebagai wilayah yang berorientasi pada budaya kota dalam ke-
hidupan priyayi dan sangat patuh pada pemerintah.12

Orientasi Masyarakat Madura ke kiai karena tipe ekologi tegalan yang
khas. Tipe ekologi tegalan sebagai ekosistem tersendiri, telah membentuk
pola permukiman yang terpencar dan membuat desa di Madura tidak
mengenal batas-batas kewilayahan, tetapi suatu percampuran unit-unit kecil
atau dusun-dusun yang masing-masing dibentuk dari beberapa keluarga.
Unit sosial yang nyata lebih merupakan suatu dusun daripada desa. Desa
di daerah Madura bukanlah "masyarakat terpadu yang tertutup" maupun
kelompok linear, tetapi merupakan masyarakat terbuka.13 Oleh karena itu,
hampir setiap rumah di Madura khususnya di daerah pedesaan mempunyai
langgar (musholla). Langgar di Madura tidak hanya berfungsi sebagai
tempat ibadah, tetapi juga sebagai tempat bermusyawarah, untuk menginap
khususnya tamu laki-laki dan ketika orang mempunyai keperluan meng-
undang kiai untuk mengadakan pengajian atau acara yang lain, dan
biasanya oleh mereka juga di tempatkan di langgar atau di mushalla tersebut.

Di samping itu, kiai memiliki keihnuan agama yang cukup luas di atas
ukuran rata-rata masyarakat Madura pada umumnya dan memiliki
integritas moral; yang ditampilkan dalam sikap dan perilaku sehari-hari,
sehingga menjadi panutan dan teladan masyarakatnya. Juga mendapat
pengakuan dan kepercayaan yang kuat dari masyarakat Madura itu sendiri
karena kehadirannya dirasakan bermanfaat dan dibutuhkan oleh
masyarakat, dan diharapkan pula ia memiliki nilai moral serta kemampuan
yang lain, sehingga masyarakat selalu menginginkan keterlibatan kiai dalam

12 Herlambang Perdana, Penindasan Atas Nama Otonomi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2001), p. xix - xx. Istilah "Tapal Kuda" sebagaimana disebutkan di atas, muncul ketika Orde
Baru berkuasa dalam rangka Kamtibmas untuk meningkatkan stabilitas nasional dalam negeri.
Karena Madura tergolong kekuatan penentu stabilitas nasional, sedang kunci utama
ketenteraman dan keamanan nasional adalah Jawa Timur. Inti Jawa Timur adalah daerah tapal
kuda. Sedangkan muatan utama komunitas tapal kuda adalah Madura. Lihat: Emha Ainun
Nadjib. "Tapal Kuda adalah Madura". Dalam Jawa Pas, 23 Juli 1993. Lihat juga Muthmainnah,
Jematan Suramadu: Respon Ulama terhadap Industrialisasi, (Yogyakarta: LKPSM, 1998), p. 86.

13 Kuntowijoyo, Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris Madura 1850-1940, (Yogyakarta:
Matabangsa, 2002), p. 575 - 577.
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beberapa sisi kehidupan mereka, terutama dalam konflik pertanahan
pembangunan jembatan Suramadu.14 Di antara banyak perubahan penting
dalam dalam tata kehidupan sosial Madura kemungkinan terjadinya per-
ubahan peran tradisional ulama (para kiai) merupakan fokus yang tak
mudah diabaikan di sini. Oleh karena itu, kiai di Madura menduduki posisi
sentral dalam kehidupan masyarakat. Artinya, figur seorang kiai dalam
kehidupan masyarakat Madura merupakan pemimpin sehingga dengan
demikian dia merupakan pusat solidaritas.

Sebenarnya sejak tahap persiapan pembangunan jembatan Suramadu
telah muncul benih-benih konflik yang bersifat laten antara Pemerintah
dan Ulama Bassra sebagai wakil masyarakat Madura. Sedangkan pada
tahap pelaksanaan pembangunan jembatan seperti sekarang ini, konflik
tersebut semakin intensif karena berhadapan dengan pembebasan tanah
pembangunan, dimana keberadaan tanah itu telah menjadi barang
komodintas strategis, sehingga muncul relasi-relasi kepentingan. Akibatnya
nilai-nilai atau makna tanah bagi masyarakat Madura, khususnya
masyarakat Bangkalan ini tergores oleh relasi kepentingan yang bersifat
konvensional. Pada tahapan ini Ulama Bassra berfungsi sebagai mediator
dalam konflik pertanahan jembatan Suramadu. Hal ini dikarenakan
kesepakatan Ulama Bassra dengan B.J. Habibie selaku Presiden pada waktu
itu tidak dijalankan oleh Megawati, terutama masalah "bank tanah" sebagai
saham masyarakat yang tanahnya terkena proyek. Sebagai gantinya muncul
Perda tentang sistem ganti rugi tanah pembangunan jembatan Suramadu.

Peranan pemerintah dalam permasalahan tanah sebagaimana
disebutkan di atas, mengalami berbagai macam perubahan. Dua puluh lima
tahun yang lampau dalam tiap persoalan yang muncul, pemerintah selalu
merupakan pihak yang netral bukan sebagai pihak yang tersangkut dalam
persoalan itu. Saat ini situasi telah berubah. Dalam beberapa persoalan
tanah, pemerintah sering terlibat sebagai pihak yang bersengketa. Ke-
terlibatan aktif pemerintah dalam persoalan tersebut berkaitan dengan
fungsinya sebagai pengelola pembangunan. Sebagai pengelola pem-
bangunan pemerintah membutuhkan tanah unruk proyek-proyek pem-
bangunan. Sering dalam usaha pemerintah memperoleh tanah unruk
membangun, pemerintah terpaksa harus menghadapi para pemilik tanah
di mana proyek itu akan dibangun. Dalam konflik seperti ini pemerintah

u Muhammad Tholhah Hasan, Islam dan Masalah Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Lantabora
Press, 2003), p. 299-300.
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seperti halnya pembeli tanah nonpemerintah ingin memperoleh tanah
dengan harga yang murah, sedang pemilik tanah ingin memperoleh peng-
hargaan yang wajar terhadap tanah mereka yang akan dibebaskan. Sebagai
pembeli tanah pemerintah memang berbeda dengan pembeli tanah biasa,
krena mempunyai kekuatan memaksakan kehendaknya baik melalui
aparatnya maupun hukum yang menyatakan bahwa negara adalah pemilik
semua tanah di negeri kita, dan dengan demikian berhak untuk "membebas-
kan" tanah yang dimiliki oleh warganya untuk kepentingan umum.

Tanggung jawab Ulama Bassra yang mereka jalankan mempunyai
peran penting, baik mulai dari tahap persiapan, perencanaan, atau bahkan
sampai pelaksanaan pembangunan jembatan Suramadu sebagaimana
disebutkan di atas tidak lepas dari masalah konflik. Hal ini tidak berlebihan
jika ulama sebagai "guruh" lebih didengar daripada pemerintah sebagai
"ratoh" karena para "guruh" selalu mempunyai lingkaran-lingkaran
pengaruh dan sering lebih kuat daripada ikatan-ikatan formal pemerintah-
an. Huub de Jonge dalam penelitiannya di Parinduan Sumenep meng-
ungkapkan bahwa Ulama Bassra sebenarnya terletak pada "independensi"-
nya secara poh'tis dan ekonomis. Selain berswadaya secara ekonomis dengan
pedagang dan juga menjadi pengemban nilai-nilai, sehingga secara
ekonomis para ulama atau kiai ini tidak bergantung pada kekuasaan formal.
Suara mereka sebagai suara masyarakat sangat kuat. Dengan demikian
tidak berlebihan kalau desa di Madura dipandang sebagai benteng
ortodoksi.15 Dalam bahasa C.Geertz peranan ulama Madura sebagai The
main vehicle of religius and moral excellence with in a generally wayward,
unenlighthened, or heedies community (sebagai pengantar utama dari
keutamaan keagamaan dan moral di dalam suatu masyarakat yang pada
umumnya kurang taat, kurang berpengetahuan atau kurang memper-
dulikan). 16. Dalam realitas kehidupan sehari-hari masyarakat Madura ini
tidak bisa lepas dari ajaran agama yang mereka anut. Agama menurut
anggapan mereka adalah jiwanya, sedangkan adat adalah nafasnya.

Dalam hal ini, Wilson mengungkapkan, dalam Bryan S. Turner, bahwa
agama adalah mempertahankan kohesi sosial yaitu, menempatkan agama
sebagai perekat sosial yang merekat potensi-potensi antagonistik antar

15 Huub de Jonge. Madura dalam Empat Zaman: Pedagang, Perkembangan Ekonomi, dan Islam
: Suatu Studi AntropologiAgama, (Jakarta: Gramedia, 1989), p. 239.

16 Ibid, p 238., dan Hhat Loekman Soetrisno, Menuju Masyarakat Partisipatif, (Yogyakarta:
Kanisius,1995),p.63.
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individu atau sebagai candu sosial yang menekan konflik kepentingan antar
kelompok-kelompok yang cenderung antagonistik17 Bryan S. Turner
mengatakan bahwa agama dapat memberikan harapan, ganjaran dan
dukungan. Dengan kata lain, agama betapapun beratnya, harus dapat
diaktualisasikan secara dinamis sehingga dapat memenuhi kebutuhan serta
dapat menjawab tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat
pemeluknya. Sehingga agama bukan segmen sosial yang mengikat kelas-
kelas ke dalam satu pandangan hidup umum. Konsep agama sebagai kontrol
sosial dapat digambatkan seperti berikut ini.

Agama

i

v Keluarga

Skerna tersebut di atas menjelaskan tentang cara pandang yang
mengandaikan bahwa masyarakat terdiri dari unit-unit keluarga, dan
kepemilikan harta pribadi. Sedangkan fungsi agama sebagai kontrol sosial,
baik individu, keluarga maupun masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat
feodal, kontrol religius merupakan sisi terpenting dalam pengontrolan hak-
hak pribadi atas kehidupan sosial keagamaan maupun termasuk ke-
pemilikan tanah dan lain sebagainya. Dalam hal ini masyarakat Madura
menyadari sepenuhnya, bahwa paham keagamaan yang diyakini dapat
memacu terjadinya perubahan sosial dan membawa misi untuk meningkat-
kan peradaban. Dalam konteks demikian, agama bukanlah sebuah elemen
yang pasif dalam proses sosial, tetapi sebaliknya merupakan elemen aktif
dalam membentuk dan mengarahkan proses sosial. Dengan kata lain, agama
Islam diyakini oleh Ulama Bassra dapat memainkan peran yang penting

17 Bryan S. Turner. Agama dan Teori Sosial Rangka Pikir Sosiologi dalam Membaca Eksistensi
Tuhan di Antara Gelegar Ideologi Kontemporer. Penerjemah: Inyiak Ridwan Muzir, (Yogyakarta
: IRCiSoD, 2003), p.189. Lihat juga Monofrafi Daerah ]crwa Timur jilid III, (Jakarta: Proyek
Pengembangan Media Kebudayaan Depdikbud, 1977), p. 49., dan Bambang Pranowo, Islam
Faktual: Antara Tradisi dan Relasi Kuasa, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 1998), p. 20.
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sekali bagi kelahiran dan konsolidasi sebuah struktur sosial bam. Meskipun,
disadari bahwa agama bukanlah satu-satunya variabel yang dapat memacu
perubahan sosial.

Menurut Durkheim, dalam Bryan S. Turner, bahwa pola hubungan
sosial dalam tradisi relegius, orang awam seringkali dianggap golongan
kelas dua, karena mereka tidak memiliki kemampuan, latihan dan kekuatan
magis atau wibawa kharismatik, seperti yang dipunyai tokoh-tokoh yang
selalu hidup religius dan para pemimpin agama proporsional. Orang awam
selalu terbelit dengan rutinitas, aktivitas sehari-hari dalam urusan sekuler
demi memenuhi kebutuhan papan, sandang, pangan, dan keturunan
mereka. Status superior mereka tergantung pada keterlepasan mereka dari
realitas kerja domestik dan urusan mencari penghidupan.18 Nilai-nilai
tradisional intern dalam tatanan agraris sebagai basis ekonomi utama
masyarakat kita, yang memiliki logika tersendiri di satu pihak, sementara
di pihak lain introduksi nilai-nilai melalui teknologi dan industri juga
membawa seperangkat tatanan baru dan asing akselerasi modernisasi
menambah besarnya frekuensi benturan-benturan nilai.

Keberadaan ulama Madura di samping berperan dalam bidang sosial,
ekonomi, dan politik juga memainkan peran penting dalam bidang
keagamaan serta berperan pula dalam proses perubahan sosial. Selain itu,
ia sering bertindak sebagai pembela dan penyebar agama sejati. Dengan
demikian wajarlah kalau dalam proses pembangunan jembatan Suramadu
dan industrialisasi Madura ini para ulama atau kiai selalu tampil sebagai
agen dalam mensukseskan pembangunan, agar nantinya masyarakat pada
umumnya tidak terjadi culture shock (guncangan kebudayaan) yang
membuat orang Madura, khususnya di pedesaan tidak mengalami keter-
asingan dari dirinya sendiri dan dari masa lalunya.

Realisasi persiapan pembangunan jembatan Suramadu melalui proses
yang cukup panjang sejak era Orde Baru sampai dengan era pemerintahan
Reformasi dengan berbagai problem serta melewati lima pergantian Presiden
RI. Ide pembangunan muncul ketika Presiden Soeharto berkuasa, kemudian
diteruskan oleh Presiden B.J. Habibie, KH. Abdurrahman Wahid, Megawati
Soekarno Putri sampai ke era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Semula
pemancangan dijadwalkan pada bulan Juli-Agustus 2002, Oktober 2002
dan terakhir 14 Juli 2003. sedangkan tahun 2007 pembangunan Jembatan

18 [bid., p. 151 - 152. Lihat juga M. Rush Karim, Agama dan Masyarakat Industri Modem,
(Yogyakarta: Media Widya Mandala, 1992), p. 15.
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Suramadu diharapkan dapat selesai.19 Interval waktu yang cukup panjang
telah membuktikan terjadinya ketegangan antara pemerintahan dan Ulama
Bassra dan kemudian lahir konflik dalam rencana pembangunan jembatan
Suramadu.

Sehubungan dengan itu Chris Mitchell telah mengungkapkan bahwa
konflik terjadi karena adanya hubungan antara dua pihak atau lebih
(individu atau kelompok) yang memiliki atau yang merasa memiliki, sasaran-
sasaran yang tidak sejalan. Berbagai perbedaan dan konflik biasanya
diselesaikan tanpa kekerasan dan sering menghasilkan situasi yang lebih
baik.20 Konflik antara Pemerintah dengan Ulama Bassra (Badan Silaturrahmi
Ulama Pesantren Madura). Bersifat ideologis, di samping masalah sumber
dana, mekanisme dan model pembangunan jembatan Suramadu.
Kesamaan persepsi antara Ulama Bassra sebagai guruh dengan Pemerintah
sebagai raroh tentang proses dan model pembangunan jembatan tersebut
merupakan langkah awal bagi suksesnya pembangunan jembatan
Suramadu itu sendiri.

IV. Simpulan
Dalam uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan

jembatan Surabaya Madura tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat
Madura itu sendiri. Dengan adanya pembangunan jembatan Surabaya
Madura pemerintah hendaknya memperhatikan dampak yang akan
ditimbulkan oleh industrialisasi misalnya, dan harus betul-betul dikaji secara
mendalam, apakah itu dampak ekonomi, sosial, budaya atau dampak
lainnya yang akan muncul kepermukaan. Oleh karena itu, pembangunan
jembatan Suramadu dan industrialisasi di Madura pada hakikatnya
merupakan proses pembangunan masyarakat modern yang akan meng-
angkat kualitas serta pendayagunaan potensi yang dimiliki masyarakat dan
alamnya khususnya di Madura. Dengan demikian, maka pendidikan serta
perubahan tata nilai masyarakat dan pranata sosial merupakan aspek
penting yang harus diperhatikan.

Adanya konflik mengenai pembangunan jembatan Suramadu telah
memberikan peluang kepada Ulama Bassra untuk memberikan resolusi

" Ibid. Lihat pula : "Pembangunan Jembatan Suramadu Dimulai", Kompas, 21 Agustus
2003. p. 1 dan 11. serta "Jembatan Antar Pulau Terpanjang", Jawa Pos, Kamis 21 Agustus 2003.

20 Simon Fisher (Ed), Mengelola Konflik Keterampilan & Strategi untuk Bertindak. Penyunting
: S.N. Kartikasari. (Jakarta : The British Council, 2001), p. 5.
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konflik serta turun ke arena konflik sebagai mediator yang berposisi netral.
Resolusi merupakan keputusan atau kebulatan pendapat yang berupa
permintaan atau runtutan yang ditetapkan oleh rakyat. Oleh karena itu,
wajar kalau Ulama Bassra sebagai elite penentu dalam resolusi konflik
pertanahan pembangunan jembatan Suramadu ikut terlibat sebagai
mediator, karena sebagian besar masyarakat Madura berorientasi kepada
kiai. Di satu sisi mendukung program pembangunan dan di sisi lain membela
masyarakat Madura agar tidak menjadi korban pembangunan di daerahnya
sendiri, dan menyadarkan masyarakat agar berfikir kritis, sehingga tercipta
pembangunan yang berdimensi kerakyatan serta manfaat pembangunan
dapat dinikmati masyarakat Madura khususnya dan masyarakat Indonesia
secara keseluruhan.

Langkah-langkah Ulama Bassra ini telah dirumuskan dalam strategi
mereka dalam mengelola konflik pembangunan jembatan Suramadu
dengan menggunakan dua budaya, yaitu budaya santri dan budya blater
yang bersifat simbiotik mutualistik. Walaupun kedua budaya itu bersifat
kontras (plus - minus) tetapi bersinergi sehingga pembangunan jembatan
Suramadu tersebut dapat dilaksanakan. Strategi Ulama Bassra dalam
resolusi konflik dapat diilustrasikan sebagai sebuah pesawat terbang, dan
sebagai pilotnya adalah pemerintah, tetapi Ulama Bassra sebagai bodi
dari pesawat itu sendiri. Sedangkan penumpangnya adalah masyarakat
Madura, dan karena ketiga elemen itu bekerja secara baik, maka pesawat
tersebut dapat take off dengan selamat tanpa ada gangguan dari manapun.
Selain itu, yang mendapat perhatian dari masyarakat Madura adalah
industrialisasi yang akan masuk ke Madura jangan sampai mengancam
harmoni dan alam Madura serta benar-benar membangun Madura, dan
bukan hanya membangun di Madura. Artinya, kalau membanguan
Madura, maka potensi yang dimiliki masyarakat Madura sebagaimana
disebutkan di atas, harus diperioritaskan, namun kalau membangun di
Madura hanya mencari keuntungan tentu Madura itu sendiri akan
dirugikan.

Dalam hal ini, kita menyadari bahwa selama ini masyarakat Madura
perlu ditingkatkan pendidikannya dan profesionalismenya agar dalam
memasuki era industrialisasi sudah siap menghadapi kendala-kendala
dalam proses modernisasi. Memang pembangunan Madura diharapkan
kiranya mampu menyeimbangkan antara tradisi dan modernisasi, sehingga
masyarakat Madura khususnya di pedesaan dapat menikmati hasil
pembangunan itu sendiri. Apapun yang akan terjadi sebagai akibat dari
dampak industrialisasi, kiranya dapat memahami secara lebih luas dan
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mendalam, sehingga kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dalam proses
industrialisasi dapat memberikan motivasi dan partisipasi berbagai pihak
dalam proses pembangunan jembatan Suramadu.
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